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P UT US A N  

Nomor  2385/Pdt.G/2016/PA.Slw. 

 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah 

menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara: 

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Buruh 

pabrik, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, 

selanjutnya disebut Pemohon; 

LAWAN 

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan  Ibu 

Rumah Tangga, bertempat tinggal  xxxxxx Kabupaten Kebumen 

selanjutnya disebut Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;  

'I'elah membaca  surat- surat perkara;   

Telah mendengar  keterangan Pemohon dan saksi-saksi;   

DUDUK PERKARANYA 

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 

02 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi 

Nomor: 2385/Pdt.G/2016/PA.Slw.  tanggal 02 September 2016, telah 

mengemukakan hal-hal sebagai  berikut:   

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada 

tanggal    04 Maret 2006 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor 

Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kebumen (Kutipan Akta 

Nikah Nomor : 84/05/III/2006  tertanggal 04 Maret 2006); 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal 

berturut-turut sebagai berikut : 

- Di rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Kebumen selama 

kurang lebih 3 bulan, 

- Kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten 

Tegal selama kurang lebih 6 bulan, 

- Kemudian pindah di rumah kontrakan di Jakarta selama kurang lebih  4 

tahun, 

- Terakhir pindah di rumah orang tua Pemohon di xxxxxx Kabupaten 

Tegal selama kurang lebih 2 tahun 11 bulan, 

telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’dadukhul) dan 

telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : 

1. ANAK I, umur 10 tahun; 

2. ANAK II, umur 6 tahun, sekarang kedua anak tersebut ikut dengan 

Termohon; 

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon 

berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir bulan Januari 

2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan 

pertengkaran yang disebabkan perihal : 

• Termohon seringkali tidak menghargai dan/atau menghormati keluarga 

Pemohon seperti jika orang tua Pemohon menjenguk Pemohon di 

tempat tinggal bersama, Termohon seringkali berkata yang 

menyinggung perasaan orang tua Pemohon dan merendahkan orang 

tua Pemohon;  

• Termohon seringkali keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan 

pulangnya hingga larut malam; 

• Apabila Pemohon memberikan nasehat, Termohon bukannya tersadar 

serta mengubah kebiasaan buruknya namun yang ada Termohon 

marah-marah kepada Pemohon; 

 4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhir bulan 

Oktober 2013 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama dan pulang ke 

rumah orang tua Termohon di xxxxxx Kabupaten Kebumen, hingga sampai 
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sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bu lan, dan selama 

itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak kumpul bersama lagi; 

5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohondan Termohon sudah tidak 

ada komunikasi lagi; 

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu untuk melanjutkan rumah tangga 

dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan 

Termohon; 

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat 

perkara ini; 

  Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan 

bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat 

dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Slawi C.q Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili 

perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan  sebagai berikut: 

PRIMAIR  ; 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk 

menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

SUBSIDAIR : 

    -  Mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,  Pemohon 

telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak 

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan 

relaas panggilan 07 Oktober 2016 dan 07 Desember 2016, Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak 

disebabkan oleh suatu halangan yang sah;   

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan 

dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun lagi dengan Termohon, akan  

tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan 

mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan 

surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; 
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Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:   

1.  Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON,  Nomor : 

337/680/2016, tanggal 02 September 2016, yang  dikeluarkan  oleh  

Kepala Desa xxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal alat bukti 

tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya 

ditandai dengan P.1; 

2. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama 

Kecamatan xxxxxx Nomor: 84/05/III/2006, 04 Maret 2006, alat bukti 

tersebut telah sesuai dengan aslinya  dan  bermeterai cukup, yang 

selanjutnya ditandai dengan  P.2; 

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi: 

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan  tani, xxxxxx Kabupaten 

Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya 

sebagai berikut:  

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah  

kandung Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup 

bersama  di rumah orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak’ 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan  

rukun, namun sejak bulan Oktober 2013 Termohon pergi tanpa pamit 

meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah selama 2 tahun  

10 bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak 

pernah menjalin hubungan layaknya suami istri 

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon 

tetapi tidak berhasil;  

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, xxxxxx Kabupaten 

Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya 

sebagai berikut:  
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- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi 

tetangga Penggugat; 

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup 

bersama di rumah orang tua Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak; 

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan  

rukun, namun sejak bulan Oktober 2013 Termohon telah pergi tanpa 

pamit meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya  

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah 2 tahun 10 bulan 

tidak pernah hidup bersama lagi dan selama pisah Pemohon dan 

Termohon sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri  

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon 

tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon 

menyatakan membenarkannya;  

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpu lan 

yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon 

putusan;   

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan 

dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk 

menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita 

Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;  

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon 

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama 

dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, 

terhadap panggilan tersebut Pemohon  in person telah hadir dipersidangan. 

Sedangkan Termohon tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak ada 

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai 

dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR. terhadap perkara ini telah dapat 

diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek). 
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah 

memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang 

menujukkan bahwa Pemohon  bertempat tinggal  di xxxxxx Kabupaten Tegal, 

dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohonyang menyatakan 

Termohon  bertempat tinggal  di  xxxxxx Kabupaten Kebumen, maka sesuai 

dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 

tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah 

wewenang Relatif  Pengadilan Agama Slawi 

Menimbang, bahwa bukti P.2 setelah diteliti ternyata telah memenuhi 

syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang 

menujukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon mempunyai 

hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, hal mana telah memenuhi 

maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan 

Termohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam 

perkawinan yang sah. Dengan demikain, Pemohon dan Termohon berkualitas 

sebagai subyek hukum dalam perkara a-quo;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian 

dengan menasehati Pemohon agar mau rukun lagi membina rumah 

tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian 

pemeriksaan perkara a-quo telah memenuhi maksud pasal 82 Undangundang 

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 

tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009; 

Menimbang bahwa inti alasan permohonan cerai Pemohon terhadap 

Termohon adalah Termohon telah pergi tanpa pamit kepada Pemohon dan 

sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan  dan selama 

pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri, dan alasan  

tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf  (b) Peraturan 

Pemerintah  Nomor  9 tahun 1975 jo. Pasal  116 huruf (b)  Kompilasi Hukum 
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Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan  

dipertimbangkan 

Menimbang, bahwa Termohon tidak ada menyampaikan tanggapan dan 

juga jawaban dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir 

dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ; 

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban 

Termohon, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan 

juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Pemohon  

dibebani bukti mengacu kepada pasal 163 HIR ; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon  telah 

mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) 

dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Pemohon 

memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada 

pokoknya menyatakan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri 

yang sah, terakhir kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon, semula 

rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun,  namun  sejak 

bulan Oktober 2013 Termohon telah pergi tanpa pamit meninggalkan 

Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya, sekarang Pemohon  dan 

Termohon sudah pisah selama 2 tahun 10 bulan 

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat 

dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah 

bersumpah menurut agama lslam, juga keterangannya saling bersesuian satu  

sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat diterima 

karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HlR, pasal 76 (1) Undang- 

undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena 

telah mendukung alasan permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan 

pasal 171 dan 172 HIR; 

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas 

keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim 

menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut : 
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− Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, 

telah kumpul bersama di rumah orang tua Pemohon 

− Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun,  namun  

sejak bulan Oktober 2013 Termohon telah pergi tanpa izin meninggalkan 

Pemohon  

− Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 2 tahun 10 bulan dan 

selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah menjalin 

hubungan layaknya suami istri 

− Bahwa, Pemohon berketetapan hati untuk cerai dengan  Termohon, dan 

tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun 

Majelis Hakim; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon telah pergi tanpa izin 

meninggalkan Pemohon  sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang tidak 

pernah kembali, yang akibatnya Pemohon  dan Termohon sekarang sudah 

pisah selama 2 tahun 10 bulan dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin  

hubungan layaknya suami istri, dengan demikian telah cukup bukti bahwa 

rumah tangga Pemohon  dan Termohon sudah pecah dan sudah tidak ada 

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim 

menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan 

mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi 

Pemohon. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah 

lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang 

berbunyi:  

 المـصــالـح جـلــب على مـقـــدم المـفـــاســـد دراء

Artinya :“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga 

kemaslahatan” 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan 

sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan 

perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 

39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) 
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Undang-undang No. 50 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (b)  

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf 

(b) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan  Pemohon dapat dikabulkan  

dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i 

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi,  

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan cerai 

talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 50 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memberi izin kepada 

Pemohon  untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon  di depan 

sidang Pengadilan Agama Slawi,  

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk bercerai 

dengan Termohon telah dikabulkan, maka  berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan  

(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -undang 

Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor  9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi 

untuk mengirimkan salinan penetapan ini, yang telah berkekuatan hukum 

tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya 

meliputi tempat kediaman Pemohon, Termohon dan tempat dilangsungkannya 

pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk bidang 

perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun  2006 dan  

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya 

perkaranya dibebankan kepada Pemohon;   

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;   

MENGADILI  
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1. Menyatakan Termohon  yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

hadir di persidangan tidak hadir; 

2. Mengabulkan permohonan Pemohon  dengan verstek; 

3. Memberi izin kepada  Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 

satu roj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan 

Agama Slawi; 

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk 

mengirimkan  salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat 

Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon 

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan 

Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk 

itu; 

5. Membebankan kepada Pemohon  untuk membayar biaya perkara ini 

sebesar Rp.  361.000,- ( tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan 

Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 15 

Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1438 H., oleh 

Drs. KHAERUDIN, M.HI, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama 

Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan ZAINAL ARIFIN, S.Ag. 

sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut 

pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  Hakim-

Hakim anggota, dibantu PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti 

dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;   

 

Ketua  Majelis 

 

 

Drs. KHAERUDIN, M.HI 

 

Hakim  Anggota I Hakim Anggota II 
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Drs. NURSIDIK, MH.   ZAINAL ARIFIN, S.Ag. 

 

Panitera Pengganti 

 

 

PUPRI CAHYONO, SH. 

 

Rincian Biaya Perkara : 
 
1. Biaya Pendaftaran  Rp. 30.000,- 

2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara  Rp. 50.000,- 

3. Biaya Panggilan  Rp.  270.000,- 

4. Redaksi  Rp. 5.000,- 

5. Meterai Putusan  Rp. 6.000,- 

    Jumlah Rp. 361.000,- 
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